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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada
Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2025

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan
permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi
publik di Pengadilan Negeri Koto Baru untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu
saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik
di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan laporan ini.

Koto Baru, 12 Januari 2026
Ketuafﬁﬁéagilan Negeri Koto Baru Kelas II,
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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Perwujudan tata kelola pemrintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance)
merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam
setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai
bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu

indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi
tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan

segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan
sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi,
komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak
hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi.
Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses.
Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah

disampaikan.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik,
Pengadilan Negeri Koto Baru merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan

informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan

informasi kepada masyarakat.
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B. TUJUAN
Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi
publik yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Koto Baru.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan
keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Koto Baru.
C. MANFAAT
Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan

keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sebagai

berikut:
1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan

kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakan terkait aktifitas dan kegiatan yang

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru.
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BAB I1
MONITORING PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PELAKSANAAN MONITORING DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Pelaksanaan monitoring pengeloaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Koto
Baru dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Panitera dan
Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian
informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan.
Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan
pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi

pada satuan kerja.

B. MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING
Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Negeri Koto Baru dilakukan
dengan cara antara lain:
1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui situs resmi Pengadilan Negeri Koto Baru atas penyampaian

layanan informasi publik.

C. MONITORING PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara

lain:

1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan

4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi bila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan
sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, diharapkan adanya teknologi informasi yang
mudah diakses, dapat membantu Pengadilan Negeri Koto Baru dalam menerapkan prinsip
keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para
pencari keadilan atau justiciabelen. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan

informasi publik Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Badan Publik telah membangun suatu

sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat http://e-ppid.pn-

kotobaru.go.id.
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1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat
Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan
siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat
permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.
Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Negeri Koto

Baru adalah sebagai berikut :

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat Link Tautan

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
- Putusan dan Penetapan Pengadilan,
baik yang telah BHT maupun yang
belum BHT

- Buku Register Perkara http://sipp.pn-kotobaru.go.id/list_perkara

- Tahapan Penanganan Perkara

2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan
Hasil Penelitian
- Pengaturan MA, Surat Edaran MA, https://www.pn-kotobaru.go.id/
Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua
- Pertimbangan atau nasehat hukum yang

diberikan Mahkamah Agung

- Hasil Penelitian yang dilakukan

3. Informasi Organisasi,  Administrasi,
Kepegawaian dan Keuangan

- Pedoman pengelolaan  Organisasi,

administrasi, personel, dan keuangan https://e-ppid.pn-kotobaru.go.id/

Pengadilan

- Standar dan Maklumat Pelayanan

Pengadilan
- Profil Hakim dan Pegawai https://e-ppid.pn-kotobaru.go.id/info_berkala.php
4. Prosedur Permohonan Informasi https://e-ppid.pn-

kotobaru.qgo.id/standar layanan.php

2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta
Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal

tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat

hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa
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penundaan.
3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala
Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib
diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala
sekurang- kurangnya setiap 6 bulan sekali.
Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Negeri

Koto Baru antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Link Tautan

Diumumkan Berkala

1. Informasi Tentang Profil Pengadilan

- Sejarah Pengadilan https://e-ppid.pn-

- Profil Ketua kotobaru.go.id/info berkala.php

- Profil Pegawai

- Struktur Organisasi

- Statistik Pengadilan

- Wilayah Yuridiksi

- Visidan Misi

- Tugas Pokok dan Fungsi
- Kegiatan Pengadilan

- Survey Pelayanan Publik

2. Pelayanan dasar Pengadilan

- Standar pelayanan Pengadilan https://e-ppid.pn-

- SOP Penerimaan Gugatan kotobaru.go.id/info_berkala.php

- Alur Pemeriksaan Persiapan
- Biaya perkara

- Jam kerja pelayanan public
- Tata tertib persidangan

- Jadwal persidangan

3. Informasi Terkait Hak Masyarakat

- Prosedur pemberian layanan hukum https://e-ppid.pn-

- Poshakum kotobaru.go.id/info berkala.php

- Laporan penyerapan anggaran
- Prosedur Permohonan informasi
- Prosedur Keberatan informasi

- Formulir Permohonan informasi

- Formulir keberatan informasi
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- Tim pelaksana penanganan
informasi

- Pedoman Pengaduan

- Prosedur Pengaduan

- Hak Pelapor dan Terlapor

- Formulir Pengaduan

4. Laporan Kinerja Pengadilan
- LAKIP https://e-ppid.pn-
- Laporan Tahunan kotobaru.go.id/info_berkala.php
- CALK
- PKT
- RKT
- IKU

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluai
Tahun 2025 ini mencakup kegiatan Pengadilan Negeri Koto Baru baik itu kegiatan rutin
berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya ceremony yang dipandang perlu untuk
disampaikan kepada publik.

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dalam
mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui
Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

a. Publikasi kegiatan pada Website
b. Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial
c. Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh
aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru. Publikasi harian ini biasanya
dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa Whatsapp. Publikasi harian dapat
juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang
tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara
berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji
konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat
proses penegakan hukum;

2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menggangu
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10.

kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;

Informasi yang apabila dibuka dan diberkan kepada Pemohon dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia
pribadi;

Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra
Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara
serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan
perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam Kkategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang

dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara

tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang

wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1.

2
3
4.
5
6
7

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai

Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui public

. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan

Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau
penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu Salinan informasi tidak dapat

dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi

tersebut.
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BAB Il
EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. DATAPELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Koto Baru karena hasil
evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi
salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koto Baru.
Nilai layanan informasi publik menggembarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi
masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin
singkat waktu yang diperoleh menggambarkan semakin baiknya pelayanan publik.
Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada

Pengadilan Negeri Koto Baru selama kurun waktu Tahun 2025.

No| Bulan Jml Media Proses Layanan IP Selama 1 Tahun | Pemenuhan

Pemohon yang Informasi

Informasi | digunakan Dipenuhi |Dialihkan |Ditolak | Alasan

Penolakan

1 Jan 18 Surat 18 - - - Terpenuhi
2 Feb 40 Surat 40 - - - Terpenuhi
3 Mar 17 Surat 17 - - - Terpenuhi
4 Avpril 9 Surat 9 - - - Terpenuhi
5 Mei 9 Surat 9 - - - Terpenuhi
6 Juni 13 Surat 13 - - - Terpenuhi
7 Juli 12 Surat 12 - - - Terpenuhi
8 | Agustus 16 Surat 16 - - - Terpenuhi
9 | September 14 Surat 14 - - - Terpenuhi
10 | Oktober 6 Surat 6 - - - Terpenuhi
11 | November 10 Surat 10 - - - Terpenuhi
12 | Desember 13 Surat 13 - - - Terpenuhi

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi, meja layanan informasi

di Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut;

a. Perangkat komputer

b. Jaringan internet

LAPORAN MONEV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI 2025




c. Printerdan scan

d. Brosur mengenai informasi pengajuan perkara
e. Mejadan Kkursi

f. Alat tulis kantor

g. Formulir permohonan informasi

h. Buku register informasi dan keberatan

Handphone layanan informasi

J. Smart TV yang berisi informasi inovasi di Pengadilan Negeri Koto Baru

k. Smart TV yang berisi informasi jadwal sidang
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I. Alat bantu bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari kursi roda, kruk, Canadian,

tongkat empat kaki, walker, alat bantu dengar berupa hearing aid.

Berikut dokumentasi sarana dan prasarana meja layanan informasi di Pengadilan
Negeri Koto Baru

Q oo o REALISAS! DIPA 01 REALISASI DIPA 03

) ] et | ————

Lanprio

LAYANAN PRIORITAS BAGI KELOMPOK
RENTAN

Hubungi Kami

ag o G
N d . 9 QB .
= p
Y st 3
Posbakum Whatsapp Zoom
Layanan Pos Bantuan Hukum. Media Sosial
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B. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

1. Kendala Internal

a.

Permohonan informasi yang masuk tidak hanya melalui meja informasi tetapi juga
diajukan pemohon informasi dengan surat yang disampaikan melalui resepsionis
sehingga petugas informasi tidak mengetahui adanya permohonan informasi yang

masuk.

Belum tersedianya perangkat audio, webcam, dan cd room di perangkat komputer
petugas layanan informasi.
Belum terdatanya register informasi secara daring padahal banyak para pihak yang juga

menanyakan informasi melalui layanan whatsapp pengadilan.

2. Kendala Eksternal

a
b.
C.
d.

Pemohon informasi meminta informasi melalui whatsapp diluar jam layanan kantor.
Pemohon informasi meminta nomor telfon hakim/aparatur teknis pengadilan .
Permintaan informasi khususnya mengenai perkara/putusan yang oleh keluarga/kerabat.
Pemohon informasi meminta informasi yang tidak jelas (penelusuran perkara dengan

kondisi pemohon mempunyai surat pendukung seperti relaas panggilan sidang dll).

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan kendala internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebagaimana

tercantum di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan

informasi adalah sebagai berikut :

1. Membuat form register informasi secara daring berbasis google form dengan tetap
memperhatikan kemudahan bagi pemohon informasi dalam mengajukan informasi
secara daring;

2. Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
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BAB IV

PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk
penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang
berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai
capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik Tahun 2025 ini dimaksudkan agar
kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Koto Baru dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan
kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di

lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru.

v KotoBaru, 12 Januari 2026
" ;\ejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI1D)

I%@bbyAqunq Anugrah, A.Md., S.H., M.H.
IP-19841110 200912 1 002

‘-\\_—"
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LAMPIRAN
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Format Lembar Monitoring Layanan Informasi Publik
Jenis Informasi yang disediakan dan diumumkan berkala

LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK

wTriwulan ke: ..o

. . . . Informasi | Pembaharuan | Informasi | Pembaharuan
Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Tersedia Informasi Tersedia Informasi Tgl Catatan Hasil

Berkala N Pembaharuan Monitorin
Ada Tidak Ada Tidak &

1. Informasi Tentang Profil Pengadilan

Sejarah Pengadilan

Profil Ketua

Profil Pegawai

Struktur Organisasi

Statistik Pengadilan

Wilayah Yurisdiksi

Visi dan misi

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan pengadilan

Survey Pelayanan Publik
2. Pelayanan dasar Pengadilan

Standar pelayanan Pengadilan

SOP Penerimaan Gugatan

Alur Pemeriksaan Persiapan

Biaya perkara

Jam kerja pelayanan publik

Tata tertib persidangan

Jadwal persidangan

3. Informasi Terkait Hak Masyarakat

Prosedur pemberian layanan hukum

Prodeo

Dst
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Format Lembar Monitoring Layanan Informasi Publik
Jenis Informasi yang tersedia setiap saat

LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK

s Triwulan ke: .oeeerennnns

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Pembaharuan
Tersedia Informasi
Ada Tidak Ada Tidak

Tgl Pembaharuan

Catatan Hasil
Monitoring

. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

Putusan dan Penetapan Pengadilan. baik yang telah BHT
maupun yang belum BHT

Buku Register Perkara
Tahapan Penanganan Perkara

Laporan Keuangan Perkara

. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai
Statistik penjatuhan hukuman disiplin
Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman

Putusan Majelis Kehormatan Hakim

. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil
Ketua

Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah
Agung

Hasil Penelitian yang dilakukan

4,

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan
keuangan Pengadilan

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

Profil Hakim dan Pegawai

Data Statistik Kepegawaian
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